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PENDAHULUAN

Negara indonesia adalah negara yang didasaskan atas hukum, tidak
didasariemn atas kekuasaan belaka, hal ini meagaaduny pengestian bahwa negara.
termasuk di dalamnya pemenniab dan lembage-lcmbaga negasa yang lain dajam
melaksanakan tindakan agagun harus dilandasi oleh hukum atau hains dapa
dipertanggung jawahkan secara hukum. Oleh karena itu periu  adanya
pembangunan hukum yang pada hakekatnya pembangunan hukum tersebut adajah
sebagal upaya untuk mcnegakkan keadilan, kebenaran dan keteniiban di negaa
Indenesia yang berdasarkan Pancasila dap o Dasar Nepara
Republik Indovesia 1ahun 1945.

Pembangunan nasional yazng mengkiasertakan mMasyarakal senantiasa
dapat menuwunbuhkan kesadaran hukum masyarakainya, schingga dapat
mengwrang; timbulnya berbagai bentuk kejahatan. Dalam suatu peoses peraditan
pidana una men ungkap suatu tindak pidana yang teijadi. tidak bisa lepas dari
peran serla saksi dan korban tindak pidana itu sendiii dalam mcmberikan
kesaksian. Dalam usaha penegakan hukum pidana @i tarah aisr. sering terganjal
oleh susahnya memperoleh alat bukti dalam proscs peradilan pidana berupa
ketcrangan saksi terowasuk di dalamnya saksi dari kotban tindak pidana itu scndiri.
Para saksi kcrap kali mengalaini tntimidasi, apcaman, tekanan dari pihak pelaku
amu pihak tertentu yang tidak ingin kcjahatannya terbongkar. Akibatnya, para
saksi tidak bisa secara leluasn menyampaikan informasi yang sebenamya tentang
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proses peradilan pidana sangat bereantung pada alat bukti vang berhasil diungkap
atau ditemukan. Dalam ¢roses persdangaa. tecutama yang berkenaan dengan
saksi. ba yak kasus yang tidak terungkap akiber tidak adanya saksi yang dapat
mendukung tugas pencgak hukum. Padahal. alanya saksi dan korban merupekan
unsur ya& sangal men dalam proses peradilan pidana Keberadaan saks
dan korban dalam proses peradilan pidana selzma ini kwang coxdapay perhatian
masyarakat dan penegak hukum Kasus-kasus vang tidak seeungkap dan tidak
terselesaikan banyak disebatkan oleb sake dan korban 1akut memberikan
kesaksian kepada pencgak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.
Tidak dapat dipungkiri, bahwa selama ini yang sering menjadi perbatian
dalam sunanu proses peradilan ha yalah ora g yang mclanggar atau pejaku tindak
pidana saja. Kepada pelaku tindak pidana dibenkan scperangkat hak untuk
mewmbala dirinya melalui proses bnkum vang adil (due process of law).
Kepedalian yang demikian besar kepada tersangka/pclaku tindak pidana
nwenimbulkan persepsi bahwa the peadu/um has swumg 100 far, karena seolah-olah
telab mcn@ebaikan pihak lain yang (crlibat dalam proses peraditan pidana.
tetutama saksi terinasuk didalamnya saksi korban.? Scbagai upaya mcnumbuhkan
partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, pemerintah menganggap
perlu aorek cenciptakan iklim yang kondusif dengan care mcmberikan
perfiadungan hukwn dan keamaran kepsda sefiap orang yang mengelahui atau
mencmukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap ti dak pida a yang

tetah tejadi dan mclaporkan hal tersebut kepada pencgak hukum.

ey RUMi {Ed), PeNinfenpan Terhadap Pambela Huk Asusi Munusia, IMPARSEAL,
bkanr 2005
HUNMER SVIAd MAokbAdN AREAvngan Seksi di Pengadilan HAM don Beburapu
Maxalabrya, welil - diskusi ICW yang berema “Menggagas Lembago Per Saksi dan
Kaxban® Hote! Cemara 8 Februari 2007, Men 8



Perlindunyan saksi dan korban dalam proses pevadilan pidana di Indooesia
belum diatur secac@ khusus. Pasal S0 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan
tevhadap sersangka atau terdakwa wnuk mendapas perlindungan dari besbayai
kemungkinan pelanggaran bak asasi manusia. Olch karera itu. sudah saainya
perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undzang tersendiri. Atas
dasar ha) etrsebut di emas, pemerintah telah menerbilkan Undang-Uindang yang
khusus mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, yakni Undaang-
Uindang Nomaor 13 Tahun 2006.

Disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 1ahun 2006,
bahwa berdasarkan ases kesamasn di depan hukum (equality before the luw) yang
menjadi sulah satu ciri neg bukum, saksi dan korbun dalam groscs peradilan
pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok niateri muatan
yang diatur dalam Undang-Undang temtang Perlindungan Saksi dan Koiban
meliputi:

|. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Kortan:

3. Syarat dan tawa cara pemberian perlindangan dan bantuan: dan

4. Ketentuan pidana.’

l.embaga Perlindungan Saksi dan Korbas (LPSK) nrenurut Pasal 1 butir 3
Uadang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah lembaga yang bcrtugas dan
berwenang untk wemberikan perliodungan dan hak-hak lain &epada Saksi
dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu. Kebesadaan
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